GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: 1 (satu).

a.

GUBERNUR PAPUA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu
oleh Asisten Sekretaris Daerah;

bahwa wuntuk mendukung kelancaran tugas Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang
Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang

Kewenanagan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2023

tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 17);

. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
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Gubernur adalah Gubernur Papua.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua.

Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Provinsi Papua.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Provinsi Papua.

Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA adalah
Asisten SEKDA Provinsi Papua.

Pembidangan adalah pembidangan tugas yang diberikan kepada Asisten
SEKDA berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pembidangan Tugas Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna
mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan
maupun pelaksanaan tugas kegiatan satuan/unit kerja lingkup Pemerintah
Provinsi Papua agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebaik-
baiknya.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua.

Rapat Koordinasi Staf adalah rapat yang dipimpin oleh Asisten Sekda dan
dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal dan
pimpinan BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB II
POLA KOORDINASI
Pasal 2

Gubernur merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom, kewenangan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
dan dikoordinasikan oleh SEKDA.

SEKDA atas nama Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Asisten
SEKDA untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah sesuai urusan atau sub
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pengoordinasian yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mencakup koordinasi perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif,
monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan
sesuai pembidangan tugas.

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.
Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan sesuai kebutuhan.

Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.
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Pasal 3

Dinas/Badan/Biro/Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD, dalam melaksanakan
tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah
Provinsi, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi
dengan Gubernur melalui Asisten SEKDA sesuai dengan pembidangan tugas.

BAB III
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI
Pasal 4

Asisten SEKDA, terdiri dari :

a. Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

c. Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum.

Pasal 5

Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu SEKDA dalam
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
serta mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi
staf.

Pasal 6

Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu SEKDA dalam
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
serta mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi
staf.

Pasal 7

Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf ¢, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah,
pengoordinasian tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah serta mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin
rapat koordinasi staf.

Pasal 8

Asisten SEKDA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dapat mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat
Daerah, instansi vertikal dan BUMN serta BUMD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal 9

Asisten SEKDA selain pembidangan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, juga dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat
Daerah maupun instansi vertikal dan BUMN/BUMD lainnya sesuai dengan
petunjuk Pimpinan.

BAB IV
MEKANISME KERJA
Pasal 10

(1) Asisten SEKDA setiap bulan atau sesuai kebutuhan, melakukan koordinasi
perumusan kebijakan dengan Biro dan Perangkat Daerah yang berada di
bawahnya sesuai dengan pembidangan tugas koordinasi.

(2) Asisten SEKDA melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik
dan keuangan setiap 3 (tiga) bulan serta koordinasi fasilitasi penyusunan
laporan tahunan pada perangkat daerah yang berada di bawahnya sesuai
dengan pembidangan tugas koordinasi.

(3) Asisten SEKDA melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi setiap 3 (tiga)
bulan atau sesuai kebutuhan kepada SEKDA.

(4) Setiap penandatanganan naskah dinas dari Perangkat Daerah, instansi
vertikal, BUMN/BUMD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang
melalui Asisten SEKDA sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya.

(5) Apabila Asisten SEKDA sesuai dengan pembidangan tugasnya berhalangan,
maka pelaksanaan program dan kegiatan serta paraf koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Asisten SEKDA
lainnya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah
Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 26 Juni 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

N\%s:#):;
NELWA RIM, SH., M.Hum

NIP. 19741205 200212 1 007

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 79 Tahun 2024
Tanggal : 25 Juni 2024

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH



PROVINSI PAPUA

ASISTEN BIDANG

ASISTEN BIDANG

ASISTEN BIDANG

NO PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN UMUM
RAKYAT
1 2 3 4
1. | Sekretariat Dewan Dinas Perdagangan dan | Dinas Komunikasi
Perwakilan Rakyat Papua | Perindustrian dan Informatika
2. | Sekretariat Majelis Rakyat | Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kearsipan dan
Papua Koperasi dan Usaha Perpustakaan
Kecil Menengah Daerah
3. | Inspektorat Daerah Dinas Energi, Sumber Badan Pengelola
Daya Mineral, Keuangan dan Aset
Penanaman Modal dan | Daerah
PTSP
4. | Satuan Polisi Pamong Dinas Perkebunan dan | Badan Pendapatan
Praja Peternakan Daerah
5. | Dinas Pendidikan Dinas Tanaman Pangan, | Badan Kepegawaian
Hortikultura dan Daerah
Pangan
6. | Dinas Olahraga dan Dinas Kelautan dan Badan
Pemuda Perikanan Pengembangan
Sumber Daya
Aparatur
7. | Dinas Sosial Dinas Kehutanan dan Biro Organisasi
Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Catatan Sipil
8. | Dinas Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum, | Biro Umum dan
Pariwisata Penataan Ruang, Administrasi
Perumahan dan Pimpinan
Kawasan Permukiman
9. | Dinas Pemberdayaan Dinas Perhubungan Badan Pemeriksa
Masyarakat Kampung dan Keuangan RI
Adat perwakilan Provinsi
Papua
10. | Dinas Kesehatan Badan Perencanaan Kantor Statistik
Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah
11. | Dinas Pemberdayaan Badan Penanggulangan | Kantor Pos dan Giro
Perempuan, Perlindungan | Bencana Daerah
Anak dan Keluarga
Berencana
12. | Badan Kesatuan Bangsa Biro Pengadaan Barang | PT. Telekomunikasi
dan Politik dan Jasa
13. | Badan Penghubung Biro Perekonomian dan | PT. PLN Wilayah X
Administrasi
Pembangunan
14. | Badan Pengelola Semua Lembaga Sekretariat Komisi
Perbatasan dan Kerjasama | Perbankan di Provinsi Pemilihan Umum
Papua Provinsi Papua
15. | Rumah Sakit Umum Badan Usaha Milik Badan Pengawas
Daerah Daerah Pemilu Provinsi
Papua
16. | Rumah Sakit Khusus Jiwa | Badan Usaha Milik Komando Daerah
Nasional Militer (KODAM) XVII
Cenderawasih
17. | Biro Tata Pemerintahan Badan Pengawas Kepolisian Daerah

dan Kesejahteraan Rakyat

Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)

Papua




Perwakilan Provinsi

Papua
18. | Biro Hukum Unsur lain yang Unsur Lain yang
diperlukan diperlukan
19. | Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM
20. | Kantor Kejaksaan Negeri
21. | Kantor Pertanahan
22. | Ombudsman Perwakilan
Provinsi Papua
23. | Kantor Wilayah
Kementerian Agama
24. | Kantor Komisi Hak Asasi
Manusia Perwakilan
Provinsi Papua
25. | Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI)
26. | Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
27. | Kantor Wilayah BKKBN
28. | Unsur lain yang

diperlukan

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

éy‘ﬁ?l:‘
NELWA RIM, SH., M.Hum

NIP. 19741205 200212 1 007




